Peradilan Sandal Jepit

Oleh EDI SETIADI

ERADILAN pidana ki-
ta untuk ke sekinn ka-

linya mempertontonkan
hal yang sangat memilikan ra-
sa keadilan. Dimulai dari kasus
Mbok Minah yang dituduh
mencuri kakao, kasus pencuri-
an kapuk dan luin-lain, Kini,
peradilan dan penegakan hu-
kl"[l yi’lﬂg I'I.“?!n:.;llﬁik Tisa kt’f-
adilan terjadi dalam kasus pen-
curian.sandal jepil oleh AAL.
Dalam kehidupan hukum di In-
donesia dan konteks normatif
an sich, peradilan seperti ini
bukanlali hal luar biasa karena
hukum dibmat untuk menjaga
ketertiban dan jaminan perlin-
dungan setiap orang terhadap
gangguan-gangguan orang lain
yang tidak berhak.
Problemnys. dalam penegak-
an lnikum pidana yang rata-ra-
ta masih menggunakan pasal-
pasal peninggalan koloninl, ten-
tu saja diperlukan aparat pene-
gk hnkum vang mengerti, me-
mahami, dan menghayati bunyi
pasal-pasal tersebut dalam kon-
teks keindonesizan. Kalau ti-
dak, aparat penegak hukum
akan tegjebak dalam pergulatan
masalah keadilan, Keadilan
adalah tujuun utama dari pene-
gakan hukum
asus AAL ini, apabila dilihat
dart hukum pidena materiil
yang sempit (KUIP), paling
tidak memenithi unsur Pasal
362 KUITY tentang Pencurian
dan tidak ada yang salah dalam
penvidikannya. Instrumen sis-
tem peradilan pidana tentu sa-
ja suduhi boleh memulai proses-
nya. Tanpa harus berpikir apa-
kah kasus AAL ini apabila di-
proses akan memenuhi rasa

keadilan atau tidak, polisi seba-
gai ujung tombak dari peradil-
an pidana semestinya harus su-
iah herpikir, apakah penera-
pan Pasal 362 KUHP dalam ka-
sus AAL ini akan mempunyai
arti wtau tidak? .
Pasal V UL No. 1 Tahun
1946 ini member batasan ten-
tang pencrapan pasal-pasal
hukiim pidana, baik yang ada
dalpm KUHP maupun di luar
KI/HP. Apakah mengajukan
perkara pencurian sandal jepit
akan membawa maslahat bagi
tersangks, negara, dan masya-
rakat? Dari sudut tersangka
peradilan anak selalu mem-
bawa dampak yang negatif se-
seclerhana apa pun bentuk per-
adilan itu dilakykan. Dari aspek
negara, peradilan sandal jepit
ini membebani administrasi
peradilan pidana, antara proses
dan tujuan yang hendak dica-
pai tidak seimibang dengan bi-
aya yang harus dikeluarkan.
Dari sudut pandang masya-
rakat, peradilan terhadap AAL
ini dirasakan sebagai bentuk

penindasan negara terhadap
rakyut. Rakyat masih melihat
kasus-kasus besar tidak pernuh
tersentul oleh hulkum, semen-
tara kasus keei! seperti sandal
jepit ind negara dengan serta-
merta meresponsnya dengan
cara mengajukan ke peradilan
pidana. Summum fus summa
iniuria.  Keadilan  tertinggi
adalah ketidakadilan tertinggi.
Jurgon viat justitia rocat
coelum, tegakkan hukum walau
langit akan runtuh, rupanya di-
adopsi secara verbal olch aparat
penegak hukum. Padahal, jar-
gon ini harus dimaknai, ada
asus praduga tak bersalah, asas
persamaan di depan hukum,
asas kemanfaatan, dan asas ke-
adilan. Ada selective law enfor-
cement, tetapi tidak boleh dis-
criminative law enforcement.
Walaupun akhiv dari peradi-
lan sandal jepit menyaiakan
AAL bersalah dan dibukum
dikemnbalikan kepada orang tua
untuk dibina, tetap saja per-
adilan sandal jepit ini me-
nyisakan persoalan. Persoalan
yuridisnya, kenapa hakim
memvonis AAL bersalah men-
curi sandal jepit milik oknum
Brimob, padahal di pengadlilas,
tidak terbukti? Yang terbukti,
sandal jepit yang diambil AATL
milik orang lain. Terkesan ada
pengaruh opini dari masyara-
kat dan hakim berusaha men-
jaga rasa malu penyidik, per-,
adilan yang tidak dikenal dalam
sistem hukuni kita dan masya-
rakal akan menganggaprya
peradilan bisik-bisik.
Peradilan terhadap anal se-
yoginnya dipakai model resto-
rative justice. Walaupun secara
formal peradilan anak kita be-
lum memiliki model restora-
tive justice, hakim harus dapal

memberi waurna tersendiri dan
berinisiatif memakai model
tersebut. Para hukim bisa de-
ngan leluasa mengembangkan
mode! ini sebab tojusn ulama
peradilan kita adalah meng-
hasilkan vonis yang final dan
definitif serta membuwa keadi-
lan bagi masyarakat. Bagi
atasan para hakim, seyogianyva
dikembangkan sifat Tul Wuori
Handayani dan menjaga inde-
pendensi hakim, jangan sampa
hakim yang berpikiran progre-
sif dipanggl karena putusanoyi
tidak lozim, padahial hakin itu
berusaha menyelami rasa ke-
adilan masyarakat. Budaya pe-
meriksaan oleh Mahkamah
Agung atau Komisi Yudisial ter-
hadap hakim-hakim yang be-
rani berpikir di luar kebiasaan
normatif jangan lagi dilakukan.
Ada vang kurang memang
dilam sistenn peradilai kita ini.
Tidak ada pedoman atau per-
aturan yang bisa membatasi
perkara macam apa yang boleh
tidak dilnjuthan ke pengadilan
(kecuali delik aduan). Jadi,
kalau terjadi lagi kasus seperti
pencurian sandal jepit ini, polisi
tidak boleh meng-SP3 kasus-
nya karena secara formal ba-
rangkali sudah memenuhi per-
syaratan. Akan retapi. bukan-
kah mengajukau periara seper-
i ini di samping membebani
adininistrasi peradilan pidana,
juga melukai rasa keadilan
masyarakat? Kita tidak boleh
berpikir egois. perkara sema-
cam itu tidak layak diajukan ke
pengadilan tanpa memberi ru-
nng kepada polisi untuk meng-
hentikan atau paling tidak
membuat win-win solution.
Secarn normatif, peradilan
kita diatur dalam mekanisme
sistem peradilan pidana. Akan
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tetapi. Kadang-kadang sistem

it membelenggu kita mano-
Kala terjadi pertentangan an

tara kepastinn hukum dan
keadilan. Binsanya terjadt kega-
mangan di kalangan penegak
hukum, sedangkan masyarakat
tidak mau atau belum miau bar-
pikir tentang kesulitan penegal
huolam dalom menegaddan

kum. Doktrin hukum pidana
modern mutlak harus dikuasai
aparal penegak hukum sehing-
ga proles atau ketdalgyasan
masyarakat terhadap jalanmva
proses peradilan pidana se
makin menurun. Peradilen pi

dana harus dijalankan dengan
penuh wibawa, ***
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